GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 148 / IKEY /2022
TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU

Menimbang

Mengingat

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

. bahwa memperhatikan penyebaran penyakit mulut dan kuku

pada hewan/ternak yang menyebabkan jatuhnya banyak korban
hewan/ternak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan
berpotensi terjadinya wabah Penyakit Mulut dan Kuku sehingga
diperlukan penanganan segera;

. bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional

Penanggulangan Bencana Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan
Kuku, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut
dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta;

. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penyakit
Mulut dan Kuku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6411);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

12,

Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
KeadaanTertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan
Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1866);

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5
Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan
Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1644);

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Keadaan
Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku di

Daerah Istimewa Yogyakarta mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai
dengan 31 Juli 2022.

Status Siaga Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan

kondisi dan perkembangan yang terjadi.



KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 jUL\ 2022

e GUBERNUR




